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ABSTRAK

Sitti Mutmainnah Syam, Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik (Good Governance) pada Pelayanan Publik di
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota ‘Makassar, dibimbing
oleh Syamsul Bachri dan Andi Pangerang Moenta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan
penerapan prinsip-prinsip good governance yaitu prinsip transparansi,
partisipasi, akuntabiltas dan menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip hukum good governance pada
pelayanan publik di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota
Makassar.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris,
untuk mencapai tujuan tersebut maka peneltian ini menggunakan tekhnik
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen.
Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan
sekunder.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa prinsip transparanasi belum
berjalan optimal karena informasi prosedur pelayanan belum dapat
diakses dengan mudah oleh masyarakat, prinsip partisipasi belum
berjalan optimal karena partisipasi dalam merumuskan dan mengevaluasi
kebijakan belum melibatkan masyarakat, prinsip akuntabilitas belum
berjalan optimal karena masih terdapat praktek KKN di kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Faktor-faktor yang
mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip hukum good governance yaitu
sumberdaya manusia belum memadai dari segi kuantitas dan kualitas
disebabkan banyaknya masyarakat yang harus dilayani tidak berbanding
dengan jumlah aparat yang ada, masih rendahnya komitmen aparat dalam
merealisasikan aturan pelayanan gratis, sarana dan prasarana kantor
belum memadai dalam menunjang percepatan pelayanan, Oleh karena itu
dalam konteks pelayanan publik di bidang kependudukan yang
merupakan bagian sangat strategis perlu dioptimalkan dengan
memberikan infomasi prosedur pelayanan online di papan informasi,
brosur, atau bekerjasama dengan pejabat kelurahan, kepala RT dan RW
untuk mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat. Membuka
pengaduan melalui media sosial, meningkatkan kualitas dan kuantitas
SDM, Menambah sarana dan prasarana, serta meningkatkan
pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar dan
lembaga Ombudsman.

Kata Kunci : Good Governance, Pelayanan Publik, Prinsip
Transparansi, Prinsip Partisipasi, Prinsip Akuntabilitas.
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ABSTRACT

Sitti Mutmainnah Syam, Application of the Law Principles of
Good Governance (Good Governance) in Public Services at the
Office of Population and Civil Registry of Makassar City, supervised
by Syamsul Bachri and Andi Pangerang Moenta.

This study aims to identify and explain the application of the
principles of good governance, namely the principles of
transparency, participation, accountability and to analyze the factors
that influence the application of the legal principles of good
governance in public services in the population and civil registry
offices of Makassar City.

The research method used is empirical research method, to
achieve this goal this research uses data collection techniques
through interviews, observation, and document study. Meanwhile, the
data sources used are primary and secondary data sources.

The results of the study reveal that the principle of transparency
has not run optimally because information on service procedures
cannot be accessed easily by the public, the principle of participation
has not been optimal because participation in formulating and
evaluating policies has not involved the community, the principle of
accountability has not been optimal because there is still KKN
practice in the Dinas office Population and Civil Registry of Makassar
City. The factors that influence the application of the principles of
good governance law, namely inadequate human resources in terms
of quantity and quality due to the large number of people who have to
be served is not proportional to the number of existing officials, the
apparatus is still low commitment in realizing the rules for free
services, office facilities and infrastructure. Inadequate in supporting
the acceleration of services, therefore in the context of public
services in the population sector which is a very strategic part, it
needs to be optimized by providing information on online service
procedures on information boards, brochures, or in collaboration with
village officials, heads of RT and RW to socialize directly to the
community. Opening complaints through social media, improving the
quality and quantity of human resources, adding facilities and
infrastructure, and increasing supervision by the Makassar City
Regional House of Representatives and the Ombudsman institution.

Keywords: Good Governance, Public Service, Transparency
Principles, Participation Principles, Accountability Principles.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak reformasi muncul, Indonesia mulai menghadirkan suatu
tatanan demokrasi dan pemerintahan yang baru, begitu pula dengan
kehidupan politik dan bidang-bidang kehidupan lainnya, hal tersebut
terlihat lebih terbuka dari era sebelumnya.

Perubahan tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat
yang semakin kritis ditambah perubahan zaman memunculkan
semangat reformasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan
Indonesia agar lebih transparan dan beriorientasi pada kepentingan
masyarakat akar rumput, perbaikan kinerja pemerintah seperti fungsi
dan tugas-tugas pemerintah sangatlah diharapkan oleh masyarakat’,
good governance muncul menjadi isu sentral untuk mewujudkan hal
tersebut, yang diharapkan menjadikan kualitas pemerintahan kita
menjadi lebih baik.

Upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
di Indonesia sudah lama disuarakan, namun perbaikan tata kelola
pemerintahan ini membutuhkan waktu yang tidak singkat dan upaya
yang terus menerus?, dan sampai saat ini setelah perjalanan

duapuluh dua tahun sejak reformasi dimulai, upaya tersebut belum

! Aminuddin llmar. 2014, Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta: Kencana. hal. 1
’Leny Novianti. 2015. Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah,
Pekanbaru: LPPM Uin Suska Riau, hal. 16.



berada dititik keberhasilan, tradisi pemerintahan yang ada masih
jauh dari good governance. Masih terdapat penyimpangan dalam
berbagai praktik penyelenggaraan pemerintah, atau sering disebut
bad governance seperti maraknya berbagai tindakan korupsi, kasus
suap, masih banyaknya pungutan liar, dan mark up atau
penggelembungan dana anggaran belanja® masih timpang dan
kurang proporsionalnya pembagian peran antara pemerintah dan
lembaga non pemerintah, sehingga sinergi keduanya belum selaras,
kemampuan pemerintah melaksanakan kegiatan secara efektif dan
efesien serta responsive terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat
belum optimal®. Hal-hal tersebut mengindikasikan kita belum berhasil
mewujudkan good governance.

Ada banyak hal yang membuat kita kesulitan mewujudkan good
governance, seperti disebabkan karena implementasi good
governance memiliki aspek yang luas sehingga terdapat banyak hal
yang harus diintervensi, belum banyak tersedia informasi mengenai
aspek strategis yang perlu memperoleh pengutmaan untuk dijadikan
fokus dalam memperbaiki kinerja-kinerja pemerintah, sedangkan
setiap daerah memiliki masalah-masalah pemerintahan yang tidak

sama, begitupun dengan komitmen dan kepedulian dari berbagai

3 Aminuddin llmar, Op. Cit, hal. 2.
* Agus Dwiyanto. 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik,
Yogyakarta: Gajahmada University Press, hal. 19.



pemangku jabatan mengenai perbaikan pemerintahan berbeda-beda

dan pada umumnya masih rendah”® .

Maka dibutuhkan sebuah langkah strategis untuk memulai
perbaikan praktek pemerintahan. Langkah realisasi good governance
akan lebih mudah diterapkan jika dimulai dari sektor pembaharuan
pelayanan publik, karena menerapkan nilai-nilai good governance
seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam praktek
pelayanan publik relatif mudah daripada melembagakan keseluruhan
nilai-nilai tersebut dalam aspek kegiatan pemerintahan®. Kesuksesan
mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam ranah pelayanan
publik dapat ditularkan pada ranah yang lain, dengan cara seperti ini
maka good governance secara bertahap dapat dilembagakan di
dalam setiap praktek pemerintahan’, baik pemerintah pusat maupun

daerah.

Dalam kaitan diatas, pemerintah mengeluarkan kebijakan
pengembangan transparansi pelayanan publik yang diatur dalam
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. KEP/
26/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk teknis transparansi dan
akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kebijakan ini

dilandasi oleh amanah Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara

®> Agus Dwiyanto, Op.Cit.

6Agus Dwiyanto. 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik,
Yogyakarta: Gajahmada University Press, hal. 3.

"Ibid hal. 5.



wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi
kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.®

Kunci keberhasilan good governance berada pada kualitas
pelayanan pubik, sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik
merupakan suatu keharusan, namun menjadi kesadaran bersama
bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah belum dapat
memberikan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tantangan
yang masih ada®. Tantangan perbaikan pelayanan publik yang telah
lama diupayakan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah
selama ini telah tercemar dengan beragam bentuk tindakan dan
kegiatan serta modus usaha yang tidak sehat yang bermuara pada
praktek-praktek KKN'°. Belum lagi permasalahan pelayanan publik
yang lain seperti standar pelayanan yang belum mencakup kepastian
dalam hal prosedur, misalnya belum adanya papan informasi atau
media informasi secara online soal persyaratan, biaya dan waktu
penyelesaian layanan belum jelas dan belum transparan, sehingga
masyarakat tidak mengetahui prosedur layanan dan kadang bolak

balik untuk melengkapi persayaratan, belum optimalnya

8 Ardy Syahputra Samma, Transparansi Pegawai Dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan
Kalimantan Utara eJournal llmu Pemerintahan, 4 (2) : 647-658 ISSN 2477-2631,
ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id, 2016.

9Laporan DirektoratAparatur Negara KemeneteriaanPerencanaan Pembangunan
Nasional (BAPPENAS). 2010. Manajemen Pengaduan Masyarakat Dalam Pelayanan
Publik, hal. 7.

% eny Novianti. 2015. Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah,
Pekanbaru: LPPM Uin Suska Riau, hal. 17.



pemanfaatan tekhnologi informasi, dan belum efektifnya sistem
pengaduan masyarakat sebagai salah satu bentuk partisipasi aktif
masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik.
kondisi ini menjangkiti hampir semua lembaga pelayanan publik kita,
tidak terkecuali Kota Makassar.

Hasil survei dari Ombudsman yaitu lembaga independen
pengawas pelayanan publik yang memiliki kewenangan mengawasi
penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
penyelenggara negara dan pemerintahan yang diatur dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 melaporkan
bahwa, rapor pelayanan publik Kota Makassar masih berada pada
zona kuning™ atau tingkat kepatuhan sedang. Artinya, kepatuhan
belum maksimal sesuai dengan penerapan aturan dalam Undang-
Undang. Ombudsman menilai pelayanan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Makassar masih lemah dari segi infrastruktur,
tidak transparan dan tidak memiliki kepastian layanan, fakta yang
terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat tidak
mengetahui update informasi prosedur palayanan online yang
ditawarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar,

begitupula masalah layanan online melalui website Dinas

“Ashrawi Muin. 2019. Ombudsman : Pelayanan Publik Masih Perlu diperbaiki.
Sulsel satu Sulselsatu.com.2019.
https://www.sulselsatu.com/2019/02/27/makassar/ombudsman-pelayanan-publik-di-
makassar-masih-perlu-diperbaiki.htmldiakses pada tanggal 24 Maret 2020 pada pukul
18:47 Wita
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Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar menurut

Ombudsman hanyalah sekadar formalitas™?.

Selain itu, masih adanya keluhan masyarakat terkait prosedur
layanan yang berbelit-belitnya di Kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan sipil Kota Makassar, juga proses pelayanan yang sangat
lama karena kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Makassar yang sempit tidak mampu menampung seluruh
administrasi kependudukan masyarakat Kota Makassar. Dimana
jumlah yang akan dilayani tidak sebanding dengan jumlah
pelayannya. Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan saat
melakukan reses mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait
pelayanan masyarakat di beberapa instansi pemerintahan yang
dianggap tidak melakukan pelayanan dengan baik. Termasuk salah
satunya adalah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Makassar, hasil reses menunjukkan masyarakat harus mengantri
dan menunggu berjam-jam untuk mengurus berkas-berkas
kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Makassar. *

2Muhammad Nursam. 2020. Ombudsman nilai pelayanan disdukcapil lemah.
Fajar.co.id.2020. https://fajar.co.id/2020/05/13/ombudsman-makassar-nilai-pelayanan-
disdukcapil-lemah/ di akses pada tanggal 11 juli 2020 pukul 21.15 Wita.

13 Koran Makassar. 2020 Supra reses masyarakat keluhkan pelayanan instansi
pemerintah Koran Makassar Koranmakassarnews.com.2020.
https://koranmakassarnews.com/supra-reses-masyarakat-keluhkan-pelayanan-instansi-
pemerintah/ diakses pada Minggu, 10 Mei 2020, Pukul 13.41 Wita



Dalam kaitan diatas, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi Negara
Indonesia adalah negara hukum, kemudian pasal 18 Ayat 1
menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten
dan kota, tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota memiliki
pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang- Undang, pasal
18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan
Peraturan Daerah disingkat Perda dan peraturan-peraturan lain
untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam
kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan
kepada daerah untuk menetapkan perda dan peraturan lainnya, atas
dasar itu diatur kewenangan pemerintah daerah melalui Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan sebagai tindak lanjut perbaikan
pelayanan kota Makassar, maka pemerintah kota Makassar
menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
pembentukan dan susunan perangkat daerah. Salah satu Dinas
yang dibentuk adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Makassar dengan tugas dan fungsinya yaitu membantu Walikota
melaksanakan  urusan pemerintahan  bidang  administrasi
kependudukan dan catatan sipil yang menjadi kewenangan daerah

dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Juga



menyelenggarakan fungsi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan
sipil.'* Selain itu Pemerintah Kota Makassar menetapkan Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.

Dinas Kependudukan dan Catatan sipil kota Makassar adalah
ujung tombak pelayanan publik yang tidak dapat dipisakan dari local
governance atau pemerintahan daerah, sehingga bisa menjadi salah
satu pintu untuk mengkaji apakah pemerintah telah menerapan
prinsip-prinsip good governance, kasus-kasus yang terdapat di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar, menarik
dikaji terutama yang berkaitan dengan pelayanan. Segala
permasalah tersebut menjadi pekerjaan rumah pemerintah sampai
saat ini, pemerintah harus menyadari bahwa masa depan pelayanan
publik merupakan salah satu kunci masa depan hubungan birokrasi
dan rakyat dengan segala kualitas yang diinginkan, berfungsinya
pelayanan publik yang baik menjadi motor utama bagi hadirnya
negara di tengah masyarakat™. disamping itu pelayanan publik
menjadi indikator keberhasilan good governance, apabila pelayanan
publik buruk maka tatakelola pemerintahan yang baik tidak akan

pernah bisa terwujudkan.

“peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 pasal 21 ayat 1 dan 2.
®Agung Hendriyadi, et al. 2018. Pelayanan Publik Transparan, Efisien dan
Kredibel, Jakarta: IAARD Press, hal. 3



Berdasarkan uraian diatas maka isu penelitian yang penulis
teliti adalah pelayanan publik yang berkaitan dengan prinsip-prinsip
transapransi, partisipasi dan akuntabilitas pada pelayanan publik di
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar yang
diduga belum berjalan dengan baik menurut Ombudsman dan
DPRD, dua lembaga yang menurut Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan
pelayanan publik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan
akuntabilitas dalam pelayanan publik di Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar?

2. Bagaimana sarana dan prasarana, sumberdaya manusia dan
budaya masyarakat dalam mempengaruhi terwujudnya
penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas
pada pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan menjelasakan penerapan Prinsip
transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik

di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar

2. Untuk mengetahui dan menganalisis sarana dan prasarana,

sumberdaya manusia dan budaya masyarakat dalam



mempengaruhi terwujudnya penerapan prinsip transparansi,
partisipasi, dan akuntabilitas pada pelayanan publik di Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dari 2
(dua) aspek, yaitu:
1. Secara Teoritis;

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi, referensi, atau bahan tambahan bagi mahasiswa fakultas
hukum maupun masyarakat luas untuk mengetahui penerapan prinsip
transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas serta pengaruh sarana dan
prasarana, sumberdaya manusia dan budaya masyarakat dalam
menunjang terwujudnya penerapan prinsip transparansi, partisipasi,
dan akuntabilitas pada pelayanan publik di Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.

2. Secara aplikatif;

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan
sumbangan pemikiran atau masukan bagi seluruh stekholder yang
bekerja di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Makassar, pemerintah daerah atau seluruh stekholder yang terkait

inovasi dalam pelaksanaan layanan publik.
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E. Orisinalitas Penelitian

1. Muh Tahir dari fakultas hukum Universitas Hasanuddin melakukan
kajian dengan judul tesis Penerapan Prinsip Transparansi dan
Akuntabilitas Good Governance terhadap fungsi pengawasan
dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Kendari disusun
pada tahun 2008. Adapun variable yang diteliti adalah variable
pertama transparansi dan akuntabilitas variabel kedua pengaruh
political will pemerintah, peran serta masyarakat dan sosial budaya
dalam menunjang terwujudnya fungsi pengawasan pemerintahan
daerah yang baik di Kota Kendari. Dari hasil penelitian, Muh.Tahir
menyimpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan
akuntabilitas  terhadap  pengawasan dalam menunjang
pemerintahan yang baik di Kota Kendari belum terlaksana secara
maksimal karena kinerja birokrasi, kulaitas pelayanan, tingkat
kesejahteraan, politicl will pemerintah, peran serta masyarakat dan
sosial budaya belum menunjang secara baik terwujudnya fungsi
pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik
karena kebijakan pemerintah untuk melakukan perubahan-
perubahan kearah yang lebih baik tidak didukung sepenuhnya oleh
peran serta masyarakat, disebabkan oleh sosial budaya
masyarakat setempat yang lambat mengikuti perubahan. Adapun
perbedaan tesis terdahulu ini dengan tesis penulis adalah pertama

tesis ini memiliki dua variabel pertama yaitu transparansi dan
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akuntabilitas, variabel kedua faktor yang berpengaruh terhadap
fungsi pengawasan untuk menguji terwujudnya pengawasan
pemerintahan daerah, dimana objek penelitiannya vyaitu Kota
Kendari sedangkan tesis penulis memiliki tiga variabel vyaitu
transparansi, partisipasi dan akuntabilitas untuk melihat penerapan
good governance dalam pelayanan publik, khususnya di Kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota aMakassar.*®

2. Leny Anggraini dari fakultas hukum Universitas Hasanuddin
melakukan kajian dengan judul tesis Aspek Hukum Penerapan
Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Bantuan
Keuangan Pemerintah Daerah bagi partai politik. disusun pada
tahun 2011. Adapun variabel yang diteliti dalam penelitian ini
adalah penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, bantuan
keuangan pemerintah daerah bagi partai politik dan faktor
penghambat penerapan prinsip transparansi dan prinsip
akuntabilitas. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa penerapan
prinsip transparansi terhadap bantuan keuangan Pemerintah
Daerah bagi partai Politik di kabupaten Tana Toraja belum optimal
karena belum adanya kemudahan akses bagi masyarakat atas
prosedur bantuan keuangan kepada partai politik masih kurangnya
partisipasi masyarakat dan swasta serta kurangnya frekuensi

penyebaran informasi. Penerapan prinsip akuntabilitas tehadap

'® Muh Tahir, 2008. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Good
Governance terhadap fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di
Daerah Kendari, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
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bantuan keuangan pemerintah daerah bagi partai politik kabupaten
Tana Toraja belum optimal karena belum adanya pemahaman
tanggung jawab pihak-pihak yang terkait dengan pemberian
bantuan keuangan dan tidak tertibnya pelaporan periodik atas
penggunaan dana bantuan keuangan kepada partai politik. Adapun
faktor yang menghambat penerapan kedua prinsip tersebut adalah
karena keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
dan sarana serta prasarana pendukung kegiatan pembinaan partai
politik. Adapun perbedaan penelitian terdahulu ini dengan
penelitian penulis adalah dari variabel penelitian, penulis terdahulu
meneliti prinsip partisipasi dan akuntabilitas terhadap bantuan
uangan pemerintah daerah Tana Toraja bagi Partai Politik,
Sedangkan penelitian ini ingin mengetahui prinsip transparansi,
partisipasi dan akuntabilitas pelayanan publik di kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.*’

3. Ulwiah dari fakultas hukum Universitas Hasanuddin melakukan
kajian dengan judul tesis Penerapan Prinsip Akuntabilitas pada
inspektorat kabupaten Mamuju disusun pada tahun 2009. Dari
penelitian ini didapatkan hasil bahwa prinsip akuntabilitas pada
inspektorat kabupaten Mamuju telah berjalan dengan baik namun
belum optimal karena adanya penggunaan dana public yang tidak

tepat sasaran dan pelaporan secara periodik masih kurang. Faktor

17Leny Anggraini, 2011. Aspek Hukum Penerapan Prinsip Transparansi dan
Akuntabilitas terhadap Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah bagi partai politik. Tesis,
fakultas hukum Universitas Hasanuddin .
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yang menghambat yaitu karena rendahnya kualitas budaya hukum
masyarakat dan sumber daya manusia. Adapun perbedaan dari
penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis yaitu, variabel
yang penelitian terdahulu teliti hanyalah prinsip akuntabilitas untuk
melihat penerapannya di Inspektorat Kabupaten Mamuju
sedangkan penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu
transparansi, partisipasi dan akuntabilitas untuk melihat
penerapannya pada pelayanan publik di Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.*®

'8 Ulwiah. 2009. Penerapan Prinsip Akuntabilitas pada inspektorat kabupaten
Mamuju Tesis, fakultas hukum Universitas Hasanuddin .
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tujuan Negara Hukum dan Good Governance

Berdasarkan konsep kedaulatan hukum, bahwa negara tidak
didasarkan atas kekuasaan semata, namun harus berdasarkan atas
hukum®®. Sedangkan hukum sendiri harus menunjang tujuan negara,
yaitu mengusahakan kesejahteraan umum, dan bukan kepentingan
pribadi dari penguasa negara atau kelompok-kelompok tertentu®.
Dalam penjelasan UUD 1945, pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa
negara Indonesia adalah negara hukum, adapun tujuan negara
Indonesia tertuang dalam alenia keempat pembukaan UUD Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut
melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan,
perdamaiaan abadi, dan keadilan sosial. Terwujudnya tujuan negara
ini menjadi kewajiban Negara Indonesia sebagai organisasi tertinggi
bangsa Indonesia. %

Setiap tindakan, perbuatan badan atau pejabat atau alat tata

usaha negara harus berdasarkan atas hukum, bersamaan dengan

19 Prosiding Kongres Pancasila IV. 2012. Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai

Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusional Di Indonesia. Yogyakarta: PSP UGM. hal.
57

% Eny Kusdarini. 2019. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam
Hukum Administrasi Negara.Yogyakarta: UNY Press. hal 39.

%! prosiding Kongres Pancasila. Op.Cit hal 62.
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itu, kepada alat administrasi negara diserahi peran, tugas dan
tanggung jawab yang luas dan kompleks menyangkut hampir seluruh
kehidupan warna negara. Di dalam merealisasikan tujuan negara,
alat administrasi negara harus berpegang pada asas legalitas
sebagai salah satu asas penting negara hukum, bahwa setiap
tindakan atau perbuatan alat administrasi negara harus berdasarkan
wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang diperoleh melalui atribusi, setiap tindakan atau
perbuatan alat adminsitrasi negara tidak boleh bertentangan dengan
hukum, sewenang-wenang, dan menyalahgunakan wewenang?.
Tanggung jawab pemerintah dalam negara hukum kemudian
memunculkan pemikiran tentang perlunya asas pemerintahan yang
baik (good governance). Selanjutnya banyak rumus tentang negara
hukum dikemukakan oleh para ahli hukum tata negara yang pada
prinsipnya mengandung satu esensi bahwa dalam praktik
penyelenggaraan pemerintah selalu dalam kontrol hukum, kontrol
hukum yang dimaksud bukan saja dalam artian formal, akan tetapi
kontrol hukum dapat diartikan sebagai kontrol publik. kedua cara
untuk mengontrol penyelenggaraan pemerintah sangat erat
kaitannya dengan upaya menciptakan penyelenggaraan good

governance atau negara yang baik®,

*Eny Kusdarini Op.Cit . hal 40.
3 Muh Tahir. Op.Cit. hal 13.
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B. Konsep Good Governance

Good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang
baik di mana tertata hubungan yang sinergis dengan masyarakat
luas. Masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam proses dan
pengambilan keputusan pemerintahan dan pembangunan. Banyak
pula yang menerjemahkan good governance sebagai tata
pemerintahan, penyelenggara negara, atau cukup diartikan dengan
penyelenggaraan atau pengelolaan®.

Beberapa institusi merumuskan pengertian good governance,
antara lain menurut The United Development Programme disingkat
UNDP, governance atau kepemerintahan adalah:

the exercise of economic, political, and administrative authory
to manage a country’s affairs at all levels and means by which
states promote social cohesion, integration, and ensure the well
being of their population (kepemerintahan adalah pelaksanaan
kewenangan atau kekuasaan dibidang ekonomi, politik, dan
adminsitratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada
setiap tingkatannya dan merupakan instrumen Kkebijakan
negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan
integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat).
Sedangkan menurut Santoso, good governance adalah:

Cita—cita yang menjadi misi setiap penyelenggaraan suatu

negara, termasuk Indonesia. Good governance dapat

diartikan sebagai prinsip dalam mengatur pemerintahan yang
memungkinkan layanan publiknya  efisien, sistem

pengadilannya bisa diandalkan dan administrasinya
bertanggungjawab pada publik?.

24Agus Dwiyanto. 2003. Teladan dan Pantangan dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Yogyakarta: PSKK UGM, hal. 60.

#Sedarmayanti. 2004. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Bagian
Kedua, Bandung: CV. Mandar Maju, hal. 3.

*Santoso. 2008. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance
Bandung: Refika Aditama
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Good dalam governance mengandung arti nilai-nilai yang dapat
meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional
untuk kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial,
sedangkan governance diartikan sebagai cara pengelola urusan-
urusan publik?’

Berdasarkan beberapa definisi mengenai governance dapat
diketahui bahwa institusi dari governance meliputi tiga domain atau
sektor yang saling bersinergi meliputi state (negara atau
pemerintah), private sektor (sektor swasta atau dunia usaha) dan
civil society (masyarakat sipil). Institusi pemerintah atau negara
bertugas menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif.,
sektor swasta menyediakan lapangan kerja dan penghasilan,
sedangkan masyarakat sipil berperan positif dalam interaksi sosial,
ekonomi dan politik termasuk mengajak atau memotivasi kelompok-
kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas
ekonomi, sosial, dan politik?®>. Ketiganya harus menjalankan
fungsinya masing-masing secara seimbang sebab jika kekuasaan
Negara yang mempunyai pengaruh besar untuk mengatur berbagai
permasalahan yang timbul dalam kehidupan bersama melampaui
kekuatan masyarakat (civil society) dan pasar (market), maka
demokrasi dinilai tidak akan tumbuh karena terlalu didikte dan

dikendalikan oleh kekuasaan negara. Karena itu, yang dianggap

“Leny Novianti. 2015. Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah,
Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, hal. 49.
**|bid, hal, 52
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paling ideal untuk demokrasi adalah apabila ketiga wilayah
kekuasaan ini tumbuh secara seimbang, sama-sama kuat dan saling
pengaruh mempengaruhi satu sama lain dalam hubungan yang
fungsional dan harmonis.?

Apapun pengertiannya, governance menunjukkan pada
pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau
menjadi urusan pemerintah. Governance menekankan pada
pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh
pemerintah dan institusi-institusi lain, yaitu LSM, perusahaan swasta
maupun warga negara.

. Asas Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam
Hukum Positif

Terciptanya pemerintahan yang bersih atau clean government
dan pemerintahan yang baik atau good governance bagi para
penyelenggara negara selain berpegang pada asas legalitas atau
ketentuan normatif undang-undang, juga harus berpedoman pada
asas-asas hukum yang telah berkembang dalam masyarakat dalam
menjalankan wewenangnya.

Asas umum pemerintahan negara yang baik terdapat dalam
beberapa peraturan undang-undang , yaitu Undang-Undang Nomor
28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih

dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Undang-Undang

# Achmad Ruslan. 2013. Implementasi Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan

yang Baik, Good Governance, Jurnal llmu Hukum Amanna Gappa Vol 21 No 1 ISSN
0853-1609 Maret 2013 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hal. 50
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No0.28 Tahun 1999 memuat tujuh poin tentang asas umum
penyelenggaraan negara, yaitu:

a. Asas kepastian hukum , yaitu asas dalam negara hukum
yang mengutamakan landasan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan
penyelenggara negara.

b. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang
menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan
dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

c. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif,
dan selektif.

d. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap
hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,
jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara
dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi
pribadi, golongan, dan rahasia negara.

e. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan
keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara

negara.
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g. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa
setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara
negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No
11 Tahun 2009 mengatur ketentuan tentang asas-asas
pemerintahan yang baik menyatakan bahwa penyelenggaraan
pemerintahan berpedoman pada asas-asas umum
penyelenggaraan negara yang terdiri atas:

a. Asas kepastian hukum

b. Asas tertib penyelenggaraan Negara

c. Asas kepentingan umum

d. Asas keterbukaan

e. Asas profesionalitas

f. Asas Proporsionalitas

g. Asas akuntabilitas

h. Asas Efisiensi

i. Asas Efektivitas.®*

% Ppasal 3 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan

pemeri3r11tahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
ibid
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Diuraikan pula oleh Koentjoro Purbopranoto bahwa asas-asas

umum pemerintahan yang baik ini ada 13 yaitu:

1) Azas kepastian hukum

2) Azas keseimbangan

3) Azas kesamaan dalam mengambil keputusan

4) Azas bertindak cermat

5) Azas motivasi untuk setiap keputusan

6) Azas jangan mencampur-adukkan kewenangan

7) Azas permainan yang layak

8) Azas keadilan atau kewajaran

9) Azas menanggapi pengharapan yang wajar

10) Azas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal

11) Azas perlindungan atas pandangan (cara) hidup pribadi

12) Azas kebijaksanaan
13) Azas penyelenggaraan kepentingan umum

32-
2. Prinsip-prinsip Good Governance.

Prinsip-prinsip good governance adalah alat ukur yang dapat
menjadi pedoman bagi kita untuk menentukan apakah pemerintahan
sudah berjalan dengan baik atau tidak.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-
prinsip good governance terdiri atas:

a. Profesionalitas, yaitu meningkatkan kemampuan dan moral
penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan
pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya terjangkau.

b. Akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil

keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan

masyarakat.

32SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD. 2000. Pokok-Pokok Hukum Administrasi
Negara, Yogyakarta: Liberty, hal. 59.
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Transparansi, yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara
pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan
menjadi kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat
dan memadai.

Pelayanan prima, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik yang
mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu,
kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta
pelayanan yang ramah dan disiplin.

Demokrasi dan partisipasi, yaitu mendorong setiap warga untuk
mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam
proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan
masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
Efisiensi dan efektivitas, yaitu menjamin terselenggaranya
pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan
sumberdaya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.
Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat,
mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua
pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan
memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Adapun menurut UNDP (United Nation Development Program)

Good Governance memiliki delapan prinsip, yaitu:

PONPE

Partisipasi
Transparansi
Akuntabel

Efektif dan efesien
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Kepastian hokum
Responsif
Konsensus
Setara dan inklusi

© NGO

f33

Sedangkan menurut Musyawarah Konferensi Nasional
Kepemerintahan Daerah yang Baik tahun 2001 ada sepuluh prinsip
good governance®, yaitu:

a. Partisipasi, indiaktor minimalnya adalah  meningkatnya
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, meningkatnya
jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan
daerah, meningkatnya kuantitas dan kualitas masukan, kritik dan
saran untuk membangun daerah, terjadinya perubahan sikap
masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah
pembangunan®. warga memiliki hak dan mempergunakannya
untuk menyampaikan pendapat, bersuara dalam proses
perumusan kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak
langsung*®.

b. Penegakan hukum, indikator minimalnya adalah berkurangnya
praktek KKN dan pelanggaran hukum, meningkatnya kecepatan
dan kepastian proses penegak hukum, berlakunya nilai atau

norma di masyarakat, adanya keperayaan pada aparat penegak

3 Agus Dwiyanto, 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik,
Yogyakarta: Gajahmada University Press, hal. 79
3 Sedarmayanti. 2007. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dan Good
Corporszgte Governance, Bagian Ke Tiga, Bandung: CV. Mandar Maju, hal. 16.
Ibid
% Agus Dwiyanto Op.Cit
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hukum sebagai pembela kebenaran *’hukum diberlakukan bagi
siapapun tanpa pengecualian, hak asasi manusia dilindungi,
sambil tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat™®.

c. Transparansi, indikator minimalnya adalah bertambahnya
wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatnya
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatnya
jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan
daerah, berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan®, penyediaan informasi tentang
pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam
memperoleh informasi yang akurat dan memadai“.

d. Kesetaraan, indikator minimalnya adalah berkurangnya kasus
diskriminasi, meningkatnya kesetaraan gender*, adanya
peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk
beraktivitas atau berusaha®.

e. Daya tanggap, indikator minimalnya adalah meningkatnya
kepercayaan masyarakat, tumbuhnya kesadaran masyarakat,

meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam

%" Sedarmayanti Op. Cit
%8 Agus Dwiyanto Op.Cit
% Sedarmayanti Op. Cit
40 Agus Dwiyanto Op.Cit
*1 Sedarmayanti Op. Cit
2 Agus Dwiyanto Op.Cit
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pembangunan daerah dan berkurangnya jumlah pengaduan®,
pekanya para pengelola instansi publik terhadap aspirasi
masyarakat**.

f.  Wawasan kedepan, indikator minimalnya adalah adanya visi dan
strategi yang jelas dan mapan dengan kekuatan hukum yang
sesuai, adanya dukungan dari pelaku dalam pelaksanaan visi
dan strategi, adanya kesesuaian dan konsistensi antara
perencanaan dan anggaran

g. Akuntabilitas, indikator minimalnya adalah meningkatnya
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah, tumbuhnya
kesadaran masyarakat, meningkatnya keterwakilan berdasarkan
pilihan dan kepentingan masyarakat, berkurangnya kasus-kasus
KKN*, pertanggungjawaban para penentu kebijakan kepada
warga*®.

h. Pengawasan publik, indikator minimalnya adalah meningkatnya
masukan dari masyarakat terhadap penyimpangan (kebocoran,
pemborosan, penyalahgunaan wewenang dan lain-lain melalui
media massa, berkurangnya penyimpangan-penyimpangan®’,
terlibatnya warga dalam mengontrol kegiatan pemerintah,

termasuk parlemen®.

3 Sedarmayanti Op. Cit
e Agus Dwiyanto Op.Cit
> Sedarmayanti Op. Cit
4 Agus Dwiyanto Op.Cit
*" Sedarmayanti Op. Cit
8 Agus Dwiyanto Op.Cit
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i. Efektivitas dan efesiensi, indikator minimalnya adalah
meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayan
masyarakat, berkurangnya penyimpangan pembelanjaan,
berkurangnya  biaya  operasional pelayanan, prospek
memperoleh standar ISO pelayanan, dilakukannya swastanisasi
pelayanan masyarakat*’, terselenggaranya kegiatan instansi
publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara
optimal dan bertanggungjawab. Indikatornya antara lain:
pelayanan mudah, cepat, tepat, dan murah®°.

j. Profesionalisme, indikator minimalnya adalah meningkatnya
kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat,
berkurangnya pengaduan masyarakat, berkurangnya KKN,
prospek mendapatkan ISO pelayanan, dilaksanakannya fit and
proper test terhadap PNS>', tingginya kemampuan dan moral
para pegawai pemerintah, termasuk parlemen.*?

Pendapat-pendapat ahli, peraturan perundang-undangan,
maupun lembaga-lembaga tentang karakter atau prinsip-prinsip good
governance sangat banyak dan bervariasi, namun paling tidak ada

sejumlah prinsip yang dianggap utama yang melandasi good

9 Sedarmayanti Op. Cit
%0 Agus Dwiyanto Op.Cit
°L Sedarmayanti Op. Cit
*2Agus Dwiyanto Op.Cit hal. 80.
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governance, yaitu prinsip transparansi, prinsip partisipasi, dan prinsip
akuntabilitas®®.
a) Prinsip Transparansi

Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang efekitif,
diperlukan adanya pemahaman dari masyarakat terhadap informasi
pelayanan dan permasalahan atau kendala yang dihadapi.
Sehingga transparansi atau keterbukaan informasi merupakakn
prasyarat utama untuk mewujudkan good governance. Menurut
Bhatta, unsur-unsur mendasar dari good governance antara lain
adalah transparansi dan keterbukaan. Unsur-unsur tersebut dapat
dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kualitas penerapan
good governance. Transparansi lebih mengarah pada kejelasan
mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan
proyek yang dibuat dilaksanakan pemerintah. Pemerintah yang
baik adalah pemerintah yang bersifat transparan terhadap

rakyatnya.>*

3 M.Nur Amin. 2008. Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam
meningkatkan efektivitas kepemimpinan pada kantor wilayah depertemen hukum dan
HAM Propinsi Sulawesi Tengah. Tesis, fakultas hukum Universitas Hasanuddin .

>* Jazid Hamidi, et.al .2012. Teori dan Hukum Perancangan Perda. Malang: UB
Press, hal 115.
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Masyarakat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas
dan tanpa ada yang ditutupi mengenai proses perumusan kebijakan
publik dan implementasinya juga keterbukaan menyangkut kepada
terbukannya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan
dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bersifat terbuka dan
transparan dalam memberikan data dan informasi yang memadai
bagi masyarakat sebagai bahan untuk melakukan penilaian atas
jalannya pemerintahan, pemerintah memberikan kesempatan
kepada masyarakat untuk berperan bukan hanya sebagai konsumen
yang pasif, tapi juga sebagai pemangku kepentingan yang perlu
didengar dan dilibatkan.

Menurut pasal 39 undang-undang nomor 25 tahun 2009
tentang pelayanan publik bahwa peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan
standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian
penghargaan. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud

diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan
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kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan
kebijakan pelayanan publik.

Transparansi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan
publik adalah terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak
yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah
dimengerti. Secara konseptual, transparansi dalam
penyelenggaraan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersifat terbuka,
mudah, dan dapat diaskes oleh semua pihak yang membutuhkan
serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti oleh
semua penerima kebutuhan pelayanan.®

Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik adalah
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi
masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan atau pengendaliannya. Serta mudah dakses oleh

>* Jazid Hamidi, et.al .Op.Cit hal 107.
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semua pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi dibangun
dalam suasana adanya aliran informasi yang bebas. Dalam suasana
ini, proses, institusi, dan informasi dapat secara langsung diakses
oleh mereka yang berkepentingan. Di samping itu, juga tersedia
cukup informasi untuk memahami dan memonitor ketiga hal itu.*
Menurut Riswandha, transparansi adalah rakyat paham akan
keseluruhan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh
pemerintah. Jadi, transparansi berarti bersifat terbuka, mudah, dan
dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan
secara memadai serta mudah dimengerti. Transparansi menyaratkan
bahwa pelaksana pelayanan publik memiliki pengetahuan tentang
permasalahan dan informasi yang relevan dengan Kkegiatan
pelayanan. Dalam konteks transparansi pelaksana pelayanan publik,
pelaksana harus terbuka pada setiap tindakannya dan siap
menerima kritkan maupun masukan, terutama dari masyarakat
adalah merupakan kebutuhan utama agar ada aspirasi riil

masyarakat.

*% |bid hal 108.
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Baik buruknya pemerintahan ditentukan oleh transparansi,
dengan mengetahui mekanisme partisipasi masyarakat misalnya,
maka masyarakat tidak akan merasa ragu untuk berpartisipasi dalam
proses perencanaan pembangunan di daerahnya. Sebab itu,
transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi
terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.
Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya
keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat
terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan®’. Pemerintah
dituntut untuk terbuka dan menjamin akses stakeholders terhadap
berbagai informasi mengenai proses kebijakan publik, alokasi
anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, serta memantau dan
evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan.

Agus Dwiyanto mendefinisikan transparansi sebagai
penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan
dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat
dan memadai®®. Semakin mudah memperoleh informasi mengenai
berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan maka semakin tinggi
tingkat transparansinya. Transparansi memiliki implikasi yang sangat
besar terhadap kemampuan pemerintah untuk mewujudkan berbagai
indikator pemerintahan yang lain, misalnya bagaimana pemerintah

dapat menjadikan dirinya partisipatis kalau mereka tidak sanggup

*Hari Sabarno. 2007. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan
Bangsa:Untaian Pemikiran Otonomi Daerah, Jakarta: Sinar Grafika, hal .38.
*®Agus Dwiyanto, op.cit. hal. 80.
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mewujudkan transparansi. Warga hanya akan mau dan dapat terlibat
dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan pelayanan jika aturan
main mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan
publik itu terbuka dan mudah diketahui warga. Jika hak dan
kewajiban warga ketika terlibat maupun tidak terlibat dalam kegiatan
pemerintahan dan pelayanan dapat diketahui dengan jelas dan
mudah, maka warga dapat mengambil keputusan vyaitu apakah
mereka perlu terlibat dalam kegiatan itu atau tidak. Kalau informasi
mengenai hak dan kewajiban tidak jelas dan sulit diketahui
masyarakat maka tidak akan ada partisipasi.*

Transparansi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan
akuntabilitas publik. Seberapa jauh warga dapat menilai tindakan
pemerintah. Hal ini tentu sangat tergantung pada transparansinya.
Warga dapat menilai tindakan pemerintah bersifat akuntabel atau
tidak, tergantung kepada warga untuk memahami dengan mudah
apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah
melakukannya, dan seberapa jauh tindakan pemerintah itu sesuai
dengan nilai-nilai yang ada. Kalau warga tidak dapat memahami apa
yang dilakukan oleh pemerintahnya, memahami rasionalitas tindakan

itu serta membandingkannya dengan nilai-nilai yang mereka miliki,

*Agus Dwiyanto, op.cit. hal. 227.
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maka sulit untuk menilai akuntabilitas dari tindakan pemerintah,
tanpa transparansi maka tidak akan ada akuntabilitas publik®.
Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah
indikator seperti berikut:

. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi
dari semua proses-proses pelayanan publik.

. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan- pertanyaan publik
tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-
proses didalam sektor publik.

. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran
informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam
kegiatan melayani®.

Sedangkan menurut Agus Dwiyanto, ada tiga indikator yang
dapat digunakan untuk mengukur transparasi pelayanan publik.

. Mengukur tingkat keterbukaan proses penyelengaraan pelayanan

publik.

. Mengukur seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan

dapat dipahami oleh masyarakat

. Kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek

penyelenggaraan pelayanan publik®

% Agus Dwiyanto, op.cit. hal. 228.
®% Krina, Loina Lalolo P. 2003. Prinsip, Akuntanbilitas, Transparansi dan Partisipasi.

Sekretariat Good Public Governance, Jakarta :Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional
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Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik
memiliki dua aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah, dan
hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat
sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik
kinerjanya. Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari
pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun
aktivitasnya yang relevan®. Keterbukaan dapat diidentifikasikan
menjadi berbagai bagian sesuai dengan ruang lingkup yang meliputi:

a. Keterbukaan informasi aktif, yaitu keterbukaan atas prakarsa
pemerintah

b. Keterbukaan informasi pasif, yaitu keterbukaan atas
permintaan warga masyarakat.

c. Keterbukaan prosedur, yaitu keterbukaan yang
memungkinkan masyarakat untuk ikut mengetahui, ikut
memikirkan, bermusyawarah dan haknya untuk ikut
memutuskan.®

b) Partisipasi
Partisipasi masyarakat di dalam proses pembuatan kebijakan
adalah hal yang sangat penting dalam negara demokrasi. Partisipasi
masyarakat menjadi sangat tepat untuk menjadikan partisipasi publik

sebagai salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah

82 Agus Dwiyanto, op.cit. hal. 236-240.
®eny Novianti, 2015. Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah,
Pekanbaru: LPPM Uin Suska Riau, hal. 56.
8 M. Nur Amin. Op.Cit. hal 28.
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untuk mewujudkan good governance. Partisiapsi publik merupakan
salah satu bentuk pelayanan publik, karena hal ini sejalan dengan
pandangan baru yang berkembang saat ini dalam upaya
meningkatkan pelayanan publik dengan cara melihat masyarakat
tidak hanya sebagai pelanggan (customer), tetapi juga sebagai
warga negara yang memiliki negara dan pemerintahan yang ada
didalamnya (owner). Dengan tegas dinyatakan bahwa negara dan
pemerintah adalah milik rakyat, karena eksistensi negara dan
pemerintah memang hanya untuk rakyat. Peran partisipasi publik
sebagai strategi meningkatkan kualitas pelayanan publik saat ini
mendapatkan momentum yang tepat, karena otonomi daerah
memberi ruang yang luas kepada daerah untuk merancang dan
menentukan sendiri jenis pelayanan yang paling mendesak bagi

masyarakat.®®

Partisipasi adalah kondisi dimana warga Negara mempunyai
kesadaran untuk berpartisipasi memberikan suara dalam pembuatan
keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mewakili kepentingannya. Dalam menyelenggarakan pelayanan
publik penyelenggaraan dapat melibatkan masyarakat dalam

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi hasil dari pelayanan

% Muhammadiah. 2013 . Partisipasi Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good
Governance Otonomi Daerah. Jurnal Otoritas. Vol. 1l No.1 April Program Studi limu
Administrasi Negara Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Muhammadyah
Makassar, hal.61.
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publik yang diberikan. Memberi kesempatan kepada masyarakat
untuk  berpartisipasi dalam upaya peningkatan kualitas
penyelenggara pelayanan publik dengan cara menyampaikan
pengaduan, keluhan, ketidakpuasan serta saran dan semua itu harus
ditanggapi baik oleh pihak yang mengurus pengaduan. Walaupun
terdapat standar yang sudah dibuat dalam suatu layanan publik tidak
menjamin bahwa pihak pelaksana pelayanan publik memiliki kualitas
yang baik dalam menjalankan tugasnya. Partisipasi dalam
pengaduan dapat disampaikan dalam bentuk laporan langsung
kepada kepala penyelenggara penyedia layanan publik, maupun
lewat media massa, media elektronik dan media sosial yang bisa
secara cepat mendapatkan tanggapan®®.

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang
menyangkut pelayanan publik, pemerintah akan mendapatkan

beberapa keuntungan, yaitu:

1. Pemerintah daerah akan mengetahui kebutuhan dan cara
memenuhi kebutuhan masyarakat secara tepat.
2. Terjadi saling percaya antara pemerintah dan masyarakat,

sehingga terbina hubungan yang harmonis.

% Muhammad Fitri Rahmadana, et al., 2020. Pelayanan Publik . Medan:Yayasan
Kita Menulis.
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3. Meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam
implementasi program pembangunan, sehingga lebih mudah
mewujudkan good governance di daerah. °’

c) Akuntabilitas

Miftah Thoha menjelaskan bahwa salah satu wujud dari
akuntabilitas itu ialah agar semua produk hukum dan kebijakan yang
menyangkut kehidupan rakyat banyak harus diupayakan didasarkan
atas undang-undang. Peraturan perundang-undang dijadikan
sebagai salah satu indikator dalam mengukur proses
penyelenggaraan pemerintahan. Dengan produk hukum yang berupa
undang-undang ini rakyat mempuyai akses untuk mengatur dan
mengendalikannya®. Krina menyatakan ketiga prinsip ( transparansi,
akuntabilitas dan partisipasi ) tidaklah dapat berjalan sendiri-sendiri,
ada hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, masing-
masing adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai prinsip
yang lainnya, dan ketiganya adalah instrumen yang diperlukan untuk
mencapai manajemen publik yang baik®. Walaupun begitu,
akuntabilitas menjadi kunci dari semua prinsip ini, Akuntabilitas
bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan
melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah

sehingga mengurangi  penumpukan  kekuasaan  sekaligus

o7 Muhammadiah.Op.Cit.hal. 61

®Miftah Thoha. 2007. Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, hal, 58.

®Leny Novianti, 2015. Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah,
Pekanbaru: LPPM Uin Suska Riau, hal. 59.
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menciptakan kondisi saling mengawasi (checks and balances
sistem)’®. Akuntabilitas merupakan prasyarat penting untuk bisa
menciptakan efesiensi produksi dan pelayanan jasa publik.
Akuntabilitas juga merupakan salah satu instrumen untuk
mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas
berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun
para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan
maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku
maupun kebutuhan masyarakat. "Akuntabilitas publik menuntut
adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat
birokrasi. Karena pemerintah bertanggungjawab baik dari segi
penggunaan keuangan maupun sumberdaya publik dan juga akan
hasil, akuntabilitas internal harus dilengkapi dengan akuntabilitas
eksternal, melalui umpan balik dari para pemakai jasa pelayanan
maupun dari masyarakat. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu
ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian
penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-
norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang
berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga, berdasarkan

tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah™ :

Leny Novianti, Op. Cit, 60.
"Leny Novianti, Op. Cit, 61.
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1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa
indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :

a. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis
dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.

b. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan
nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip
administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di
stakeholders.

c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan
sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar
yang berlaku.

d. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah
terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme
pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.

e. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang
telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target
tersebut.

2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk
menjamin akuntabilitas publik adalah :

a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan,
melalui media massa, media nirmassa, maupun media
komunikasi personal

b. akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan
dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program

c. akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah
keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat

d. Kketersediaan system informasi manajemen dan monitoring
hasil yang telah dicapai oleh pemerintah’.

3. Hakikat Good Governance
Pemerintah sebelum datangnya good governance dipahami
sebagai institusi yang mempunya kekuasaan dan kewenangan untuk
memaksa penduduknya, mengontrol dan memberikan kebijakan
memegang hegemoni tertinggi karena kekuatan dan nilai-nilai yang
dimilikinya, pemerintah bertindak sebagai yang berwenang untuk
mendefenisikan, mendiagnosa, dan mengatasi segala permasalahan

dan kepentingan publik, namun hal ini memicu terjadinya krisis

"1bid 62.
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kepercayaan, tertib sosial yang menjadi tujuan justru tidak tercipta.
Pola tindakan seperti itu menjadikan pemerintah tidak legitim
dihadapan rakyat, sehingga setiap kebijakan dan tindakannya
cenderung tidak di patuhi sepenuhnya oleh masyarakat’>.

Seiring perkembangan, muncullah pandangan-pandangan dan
gerakan baru yang meminimalisir peran negara, pandangan yang
mendefenisikan ulang peran negara atau pemerintah sesuai dengan
konteks yang ada seperti demokratisasi, desentralisasi dan konsep
good governance. Pandangan baru tersebut memaknai pemerintah
tidak hanya sekedar lembaga, tetapi proses pemerintah yang
dilakukan secara kolaboratif antara lembaga pemerintah, dan non
pemerintah seperti LSM dan institusi swasta yang berlangsung
secara setara’’. Dengan demikian, good governance pada
hakikatnya merupakan pengurangan campur tangan pemerintah
dalam kepentingan publik dengan lebih memberdayakan kedua

unsur lainnya yaitu sektor swasta dan masyarakat’

Pemerintah dalam konteks good governance ditempatkan
sebagai fasilitator atau katalisator, sementara tugas untuk
memajukan dan mengawal proses pelaksanaan pembangunan
terletak pada semua komponen negara, meliputi kelompok-kelompok

private dunia usaha atau swasta dan civil society yang meliputi

3 Agus Dwiyanto, Op.Cit. hal. 77-78
™ Ibid
> Leny Anggraini, Op.Cit. hal. 12
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kelompok-kelompok infrastruktur politik (LSM, partai politik,
perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan lainnya). Atas
dasar tersebut, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik
sesungguhnya adalah bagaimana membangun kerjasama dan

komunikasi yang baik antara ketiga aktor tersebut.

® pemangku kepentingan governance

Menurut Sjamsuddin
atau yang sering juga disebut sebagai stekholder, meliputi tiga unsur
yang saling terkait, yaitu individual, organisasi, institusi, dan
kelompok sosial yang keberadaannya sangat penting bagi

terciptanya tata pemerintahan yang efektif. Unsur-unsur tersebut

dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu :

a. Negara (State) Pengertian negara/pemerintah (State) dalam hal ini
secara umum mencakup keseluruhan lembaga politik dan sektor
publik. Badan atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan
fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif, lingkup
lembaga yudikatif, badan atau pejabat pemerintahan yang
menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga
legislatif. Peranan dan tanggung jawab negara atau pemerintah
adalah meliputi penyelenggaraan pelayanan publik,
penyelenggaraan kekuasaan untuk memerintah, dan membangun

lingkungan yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan baik

® Sjamsuddin, Sjamsiar. 2006. Kepemerintahan dan Kemitraan. Malang: CV.
Sofa Mandiri.
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pada level lokal, nasional, maupun internasional dan global. Negara
dan  pemerintah  bertanggung jawab dalam  menjamin
terselenggaranya pemerintahan yang beriorentasi pada pelayanan
publik yang cepat, nyaman, dan murah.

Peran negara dalam mewujudkan good governance Yyaitu
menyusun peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik
yang beriorentasi pada pelayanan dan perlindungan kepentingan
masyarakat dan dunia usaha atas dasar prinsip pembangunan
berkelanjutan, melakukan proses penyusunan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan publik yang didasari pada kajian yang
mendalam serta melibatkan masyarakat dan atau dunia usaha,
melakukan deseminasi terhadap perundang-undangan dan kebijakan
publik yang telah ditetapkan, negara berperan menciptakan sistem
sosial politik yang sehat dan terbuka untuk mewujudkan
penyelenggaraan negara yang memiliki integritas dan
profesionalisme yang tinggi serta meningkatkan kemampuan warga
dalam berdemokrasi melalui pendidikan sosial politik, memastikan
agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, penyelenggara
negara mematuhi dan memberdayakan sistem hukum nasional,
menerapkan etika penyelenggara negara secara konsisten dan
mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),
mengupayakan kesejahteraan yang memadai serta menyediakan

sarana dan prasarana bagi penyelenggara negara dan jajarannya
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untuk  memungkinkan  pelaksanaan  fungsi, tugas dan
kewenangannya dengan baik, membangun iklim persaingan usaha
yang sehat, serta menggunakan sumber daya secara efektif dan
efesien.”’

Meskipun perspektif governance mengimplikasi terjadinya
pengurangan peran pemerintah, pemerintah sebagai institusi tidak
bisa ditinggalkan begitu saja, pemerintah dalam menempatkan diri
dan berperan dalam mengelola negara atau publik harus memiliki
prinsip-prinsip tertentu, setidaknya terdapat enam prinsip yang dapat
menjadi acuan, yaitu’®:

1) Kolaborasi yang dibangun negara atau pemerintah tetap
sebagai figur kunci namun tidak mendominasi, pemerintah
harus memiliki kapasitas mengkoordinasi, bukan
memobilisasi aktor-aktor non pemerintah untuk mencapai
tujuan-tujuan publik.

2) Kekuasaan yang dimiliki negara atau pemerintah harus
ditransformasikan, sehingga bukan lagi kekuasaan atas,
namun menjadi kekuasaan untuk menyelenggarakan
kepentingan, memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan
tujuan-tujuan publik.

3) Ketiga aktor, yaitu negara, NGO, swasta dan masyarakat

memiliki posisi dan peran yang saling menyeimbangkan.

" Tim komite Nasional Kebijakan Governance. 2010. Pedoman Umum Good
Publik Governance. Jakarta: Komisi Nasional Kebijakan Governance. hal. 5
8 Agus Dwiyanto, op.cit. hal. 78-79
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4) Negara harus memperbaiki struktur dan  kultur
organisasinya agar siap dan mampu menjadi katalisator
bagi institusi lainnya demi menjalin kemitraan yang
dinamis, kokoh dan otonom.

5) Negara harus melibatkan masyarakat dalam proses
kebijakan mulai dari formulasi, pelaksanaan atau
implementasi, evaluasi kebijakan serta penyelenggaraan
pelayanan publik.

6) Negara harus mampu meningkatkan kualitas
responsivitas, adaptasi dan akuntabilitas publik dalam
penyelenggaraan kepentingan, pemenuhan kebutuhan,
dan penyelesaian masalah publik.

b. Sektor swasta (Private sector) , dalam hal ini mencakup perusahaan
yang aktif dalam interaksi sistem pasar, seperti: industri pengolahan
(manufactur), perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk juga
kegiatan sektor informal. Peranan sektor swasta sangat penting
dalam pola kepemerintahan dan pembangunan, karena perannya
sebagai peluang untuk perbaikan produktivitas, penyerapan tenaga
kerja, sumber penerimaan, investasi publik, pengembangan usaha
dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam mewujudkan good governance, sektor swasta harus
melaksanakan usaha secara sehat sehingga dapat menunjang

pertambahan ekonomi secara berkelanjutan serta meningkatkan
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kesempatan kerja, membangun sistem yang dapat memastikan
perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan dan
kebijakan publik serta melaksanakan good corporate governance
secara konsisten, melaksanakan etika bisnis secara konsisten
termasuk mencegah dan menghilangkan perilaku koruptif, kolusif
dan nepotisme, melakukan Kkajian yang mendalam terhadap
peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang
berdampak terhadap usahanya, serta memberikan masukan secara
aktif dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan
kebijakan publik baik langsung maupun tidak langsung.”®
. Masyarakat (Civil society), masyarakat meliputi perseorangan dan
kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan
ekonomi. Masyarakat tidak hanya melakukan check and balances
terhadap kewenangan kekuasaan pemerintah dan sektor swasta
tetapi juga memberikan kontribusi dan memperkuat kedua unsur
yang lain, seperti membantu memonitor lingkungan, penipisan
sumber daya, memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi
dengan membantu mendistribusikan manfaat pertumbuhan ekonomi
yang lebih merata dalam masyarakat, dan menawarkan kesempatan
bagi individu untuk memperbaiki standar hidup mereka®.

Peran masyarakat dalam mewujudkan good governance yaitu,

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk dapat

 Tim komite Nasional Kebijakan Governance. Op.Cit.
8 Sjamsuddin, Sjamsiar Op.Cit
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melaksanakan kontrol sosial secara sehat dan bertanggungjawab,
meningkatkan konsolidasi sumberdaya agar dapat menata dan
menciptakan sistem dan organisasi masyarakat yang sehat.
Mencegah dan menghilangkan sikap perilaku koruptif, kolusi dan
nepotisme, melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan good
public governance , memberikan masukan secara aktif dalam proses
penyusunan peraturan perundang-udangan dan kebijakan publik,
baik langsung maupun tidak langsung, memahami dan mematuhi
peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik, melaksanakan
hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab dalam pemilihan
penyelenggara negara.?

Ketiga domain dalam governance tersebut berada dalam
kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, kemitraan
dalam pelayanan publik jelas sangat sesuai dengan gagasan tata
pemerintahan yang baik sebab prinsip dasar dari governance adalah
keterlibatan tiga pihak dalam proses pelayanan, yaitu pemerintah
daerah, unsur-unsur swasta, dan unsur-unsur masyarakat sebagai
pengguna jasa pelayanan.

Secara teoritis yang dikemukakan Tascereu dan Campos, tata
pemerintahan yang baik atau good governance merupakan suatu
kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan,

kohesi dan keseimbangan peran serta, adanya saling mengontrol

8 Tim komite Nasional Kebijakan Governance. Op.Cit
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yang dilakukan oleh komponen yaitu pemerintahan (government),
rakyat (citizen) atau civil society dan usahawan (business) yang
berada di sektor swasta. Ketiga komponen itu mempunyai tata
hubungan yang sama dan sederajat.*’Ketiganya harus secara
bersama-sama mengadakan hubungan kerjasama dalam berupaya

untuk mewujudkan terlaksananya good governance .

Pelayanan Publik

1. Pengertian pelayanan Publik

Di Indonesia, penggunaan istilah pelayanan publik dianggap
memiliki kesamaan arti dengan istilah pelayanan umum atau
pelayanan masyarakat. Oleh karenanya ketiga istilah tersebut dapat
digunakan dan dianggap tidak memiliki perbedaan mendasar.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 63 tahun 2003, definisi dari pelayanan umum adalah

Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah dipusat, di daerah, dan di lingkungan Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam
bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

juga mendefinikan pelayanan publik sebagai berikut

8 Miftah Thoha. 2007. Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, hal 63.
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Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik.®
Selain dari dua definisi pelayanan publik dari peraturan,
terdapat pula banyak defenisi dari tokoh, seperti Kurniawan yang
mengatakan “Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan
(melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai
kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan
tata cara yang ditetapkan”®®. Menurut Moenir pelayanan adalah
kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok
orang dengan landasan faktor material melalui sistem,
prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi
kepentingan orang lain sesuai haknya. Faktor material adalah
faktor organisasi yang menimbulkan hak dan kewajiban baik

keluar maupun ke dalam sebagaimana tercantum pada pasal-
pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945%.

Thoha, menjelaskan bahwa pelayanan masyarakat
merupakan “suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang
atau sekelompok orang atau institusi tertentu untuk memberikan
bantuan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka

mencapai tujuan tertentu®, Adapun menurut Daviddow dan

8 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009

8 Harbani Pasolong. 2011. Teori Administrasi Publik. Cetakan Ke-3, Bandung:
Alfabeta, hal. 128.

% Moenir, H.A.S, 1998. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta: Bumi
Aksara, hal 26.

8 Sahya Anggara. 2012. IImu Administrasi Negara, Kajian Konsep, Teori,
dan Fakta dalam Upaya Menclptakan tsood Governance, CV.Pustaka Setia,
Bandung, hal. 500.
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Uttal, pelayanan merupakan “aktivitas manfaat yang ditawarkan
oleh organisasi atau perseorangan kepada konsumen yang
bersifat tidak berwujud dan tidak dimiliki”. Konsumen adalah
pihak yang mendapat manfaat dari aktivitas yang dilakukan oleh
organisasi atau petugas tersebut.®’

Dari definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat
diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik
adalah pemberian layanan dengan cara pemenuhan keinginan dan
kebutuhan masyarakat pada penyelenggaraan negara sesuai

dengan aturan pokok yang telah ditentutan.

2. Good Governance dalam Penegakan Hukum Pelayanan Publik.
Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan,
menyelenggarakan pembangunan dan menyelenggarakan
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya,
penyelenggaraan pelayanan publik memiliki aspek dimensional, oleh
karena itu dalam pembahasan dan penerapan strategi,
pelaksanaaknnya tidak dapat hanya didasarkan pada satu aspek
saja, misalnya hanya aspek ekonomi atau aspek politik,
pendekatannya harus terintegrasi melingkupi aspek lainnya, seperti
aspek sosial budaya, kondisi geografis dan aspek hukum atau

peraturan perundang-undangan.

8 Ibid.
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Aspek hukum atau peraturan perundang-undangan, atau
kebijakan yang mengatur pelayanan publik menjadi salah satu aspek
penting sebagai landasan pijak penyelenggaraan pelayanan publik.
Dalam konteks good governance, untuk mewujudkan pelayanan
publik yang baik, selain berdasarkan pada kriteria atau unsur-unsur
pemerintahan yang baik, diperlukan kebijakan pemerintahan dalam
bentuk berbagai peraturan dan kebijakan operasionalnya. Oleh
karena itu, aspek hukum dan peraturan perundang-undangan
menjadi dasar pendekatan utama di dalam membahas pelayanan
publik.

Dengan demikian dalam membahas pelayanan publik,
terlebih dahulu mengetahui dan memahami landasan hukum dan
peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan
pelayanan publik. Penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah
daerah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.®

Menurut Steve Leach, bahwa pemerintah daerah bukan hanya
penyedia jasa dan barang, tetapi juga merupakan Iembaga
pemerintah dan politik, yang dibentuk oleh pemerintah daerah.
Pemerintah daerah tidak hanya menyediakan layanan, pemerintah
daerah juga merupakan institusi politik untuk pilihan lokal dan suara
lokal. Persoalan utama dalam pengelolaan pemerintah daerah

adalah bagaimana mencapai suatu organisasi, yang tidak hanya

% pahrizal Igrom, 2013. Reformasi Birokrasi di Nusantara, Malang: Universitas
Brawijaya Press,. hal 76
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menjalankan satu peran tetapi menjalankan kedua peran tersebut,
tidak secara terpisah tetapi dalam interaksi sebagai penyedia
layanan, organisasi pemerintah daerah bertujuan untuk memenuhi
tuntutan, kebutuhan atau aspirasi mereka yang menerima layanan.
Tetapi layanan harus diberikan sesuai dengan kebijakan publik yang
ditentukan oleh otoritas lokal atau ditentukan oleh undang-undang

nasional®®

. Adapun tujuan Pemerintah Daerah itu sendiri meliputi
empat kriteria, yaitu peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran
serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.®

Dalam memberikan pelayanan publik pemerintah daerah
harus mengetahui dan memahami kebutuhan, serta memperhatikan
aspirasi masyarakat pemilihnya. Penyedia pelayanan, disesuaikan
dengan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
atau pemerintah, artinya penyelenggaraan pelayanan harus
didasarkan pada aturan hukum dan peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh daerah atau pemerintah.

Dalam konteks di Indonesia, pengaturan pelayanan publik
diatur dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945,
pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-
undangan sektoral, diantaranya dengan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan perubahannya.

pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004,

% |bid hal 77
% Andi Pangeran Moenta dan Syafa’at Anugrah Pradana. 2018 . Pokok-pokok
Hukum Pemerintahan Daerah.Depok: Rajawali Press, hal. 23
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adalah pemerintah Daerah dan DPRD atau dikenal dengan eksekutif
dan legislative, kedua Ilembaga yang memiliki fungsi
penyelenggaraan pelayanan publik dan fungsi lembaga politik.

Kebijakan pelayanan publik, saat ini diatur dan tersebar di

berbagai peraturan perundang-undangan antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah

3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan negara yanag bersih dan bebas dari Korupsi,
kolusi dan nepotisme, dan peraturan perundang-undangan
sektoral dan kebijakan lainnya.

4) Beberapa peraturan perundang-undangan dan pedoman yang
dikeluarkan oleh pemerintah (kurun waktu 1993 sampai
sekarang dan berkaitan dengan kebijakan pelayanan publik
antara lain:

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang perbaikan
dan peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah
kepada Masyarakat

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993
tentang lzin Mendirikan Bangunan dan Izin undang-undang

Gangguan bagi perusahaan Industri.
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Intruksi  Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994
tentang Pelaksanaan Pemberian Izin  mendirikann
Bangunan dan lzin undang-undang Gangguan bagi
perusahaan industri.

Intruksi  Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1996
tentang penyusunan buku petunjuk pelayanan perizinan
terpadu.

Intruksi  Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998
tentang Pelayanan Satu Atap di Daerah

Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur
Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman
Tatalaksana Pelayanan Umum.

Surat  Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
503/2931/PUOD perihal petunjuk Tekhnis Pelaksanaan
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1996
tentang penyusunan Buku petunjuk Pelayanan Perizinan
Terpadu.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/125/puod
perihal Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perizinan di
Daaerah, dan Peraturan perundang-undangan dan
pedoman/petunjuk  lainnya yang dikeluarkan oleh

pemerontah (departemen, kementerian, Badan dan

54



Lembaga yang terkait dengan peningkatan pelayanan
publik).

- Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan
sebuah peraturan No0.7/2010 tentang Pedoman Penilaian
Unit Pelayanan Pemerintah. Beberapa item yang harus
dipenuhi oleh unit pelayanan instansi pemerintah dalam
peraturan tersebut adalah visi, misi dan Motto, sistem dan
Prosedur, sistem dan Prosedur ini berkaitan dengan
standar pelayanan (SP) dan standar operating procedur
(SOP), sumber Daya Manusia pelayanan. Sarana dan
Prasarana.”

- Keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor Kep/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik

5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dari banyak peraturan perundang-undangan dan kebijakan
pemerintah menunjukkan bahwa arah kebijakan pelayanan publik
adalah mewujudkan pemerintahan yang baik, kualitas pelayanan,
memperkuat daya saing daerah, mendorong investasi untuk

peningkatan ekonomi daerah serta menciptakan efesiensi dan

'pahrizal Igrom. Op.Cit .hal 79-80
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efektivitas pelayanan umum. Sehingga good governance dapat

terwujudkan dan dipercaya oleh masyarakat.*

3. Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dalam memberikan pelayanan publik, instansi penyedia
pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik.
karena itu penyelenggaraannya secara niscaya membutuhkan asas-
asas pelayanan, adapun asas-asas pelayanan publik termuat dalam

Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik % yaitu

meliputi :

1) Kepentingan umum , yaitu pemberian pelayanan publik tidak
boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan.

2) Kepastian hukum, yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban
dalam penyelenggaraan pelayanan.

3) Kesamaan hak, yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan
suku,ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

4) Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemenuhan hak harus
sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh
pemberi maupun penerima pelayanan.

5) Keprofesionalan, yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki

kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

%2 |bid hal 80-81
% pasal 4 Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
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6) Partisipatif, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi,
kebutuhan dan harapan masyarakat.

7) Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, yaitu setiap warga
negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

8) Keterbukaaan, yaitu penerima pelayanan dapat dengan mudah
mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan
yang diinginkan.

9) Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus
dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

10) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu
pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga
tercipta keadilan dalam pelayanan.

11) Ketepatan waktu, yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan
dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

12) Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, yaitu setiap jenis
pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.

Selain itu terdapat Asas-asas pelayanan publik menurut

Keputusan Menpan Nomor 63 tahun 2003 sebagai berikut:

a) Transparansi. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh
semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai

serta mudah dimengerti. Ada tiga indikator yang dapat digunakan
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untuk mengukur trasparansi pelayanan publik, indikator pertama
adalah mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan
pelayanan publik, meliputi seluruh proses pelayanan publik,
termasuk didalamnya persyaratan, biaya dan waktu yang
dibutuhkan serta mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus
dipenuhi, penyelenggara layanan harus berusaha menjelaskan
kepada para pengguna mengenai persyaratan yang harus dipenuhi
beserta alasan diperlukannya persyaratan itu dalam proses
pelayanan karena pada kenyataannya seringkali pengguna
layanan tidak bisa membaca, memahami, atau bahkan tidak
melihat papan pengumuman yang diletakkan di tempat yang tidak
strategis, indikator kedua adalah seberapa mudah peraturan dan
prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna layanan,
indikator ketiga adalah kemudahan untuk memperoleh informasi
mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik®.
b) Akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
c) Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi
dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip

efisiensi dan efektivitas.

% Agus Dwiyanto, Op.Cit hal 236-240.
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d) Partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan
aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

e) Kesamaan hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan
suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

f) Keseimbangan hak dan kewajiban. Pemberi dan penerima
pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-
masing pihak.?

. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
(KEPMEMPAN) nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik, menyebutkan  bahwa
penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip,

yaitu:

1) Kesedeharanaan, prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, alur
pelayanan mudah di akses, mudah dipahami dan mudah
dilaksanakan

2) Persayaratan tekhnis dan administrasi pelayanan yang
dibutuhkan sesuai jenis-jenis pelayanannya, unit kerja yang

berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan

% Ketetapan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

pelayanan dan penyelesaian keluhan, rincian biaya pelayanan
dan tata cara penyelenggaraan

Kepastian waktu pelayanan, pelaksanaan pelayanan dapat
diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
Akurasi biaya pelayanan, biaya pelayanan yang dikeluarkan
masyarakat sesuai dengan biaya pelayanan yang telah
ditetapkan, tidak ada tambahan pelayanan lain untuk
mempercepat pelayanan

Keamanan, proses pelayanan dan produk pelayanan terjamin
dalam memberi rasa aman kepada masyarakat karena
lingkungan dan karena kepastian hukum

Tanggung jawab, petugas pelayanan dan pimpinan
penyelenggara pelayanan bertanggung jawab atas
penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan wewenang yang
telah diberikan termasuk bertanggung jawab dalam
menangani persoalan keluhan pelayanan.

Kelengkapan sarana pelayanan, memadainya sarana kerja
seperti sarana tekhnologi untuk mempercepat pelayanan.
Kemudahan dalam mengaskes, prasarana yang disediakan
memadai dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Kedisiplinan petugas dalam menyelesaikan pelayanan sesuai

dengan waktu yang seharusnya.
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10) Kesopanan dan keramahan, petugas dalam memberikan
pelayanan berlaku sopan dan ramah, serta bersabar dan
menghargai masyarakat yang sedang mengakses layanan.

11) Keadilan, petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan
tidak membeda-bedakan suku, kedekatan keluarga, ras, dan
agama.

12) Kenyamanan lingkungan, lingkungan yang rapi, tertib, teratur,
nyaman, bersih, dan indah dengan dilingkapi fasilitas seperti
rumah ibadah, tempat parkir yang memadai, toilet, dan lain-
lain sebagainya dapat memberikan rasa nyaman kepada

masyarakat yang mengakses layanan.®®

Untuk menilai kualitas pelayanan publik, ada tiga indikator
menurut Lenvine, yaitu responsif, responsibilitas, dan akuntabilitas.
1) Responsivitas adalah daya tanggap penyedia layanan terhadap
harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan masyarakat
pengguna layanan.

2) Responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan
seberapa jauh proses pemberian layanan publik itu dilakukan
sesuai dengan ketentuan atau prinsip administrasi dan

organsiasi yang benar dan telah ditetapkan.

% Agus Hiplunudin. 2017. Kebijakan, Birokrasi, dan Pelayanan Publik, Yogyakarta:
Calpulis, hal 114-115
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3) Akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa
besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan
kepentingan stekholder dan norma-norma yang berkembang
dalam masyarakat®’

5. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik
Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan
melalui:

a) Pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh
atasan langsung, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b) Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh
aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

c) Pengawasan masyarakat yaitu pengawasan yang dilakukan
oleh masyarakat, berupa laporan atau pengaduan masyarakat
tentang penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik.%®
Adapun menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009

tentang pelayanan publik bahwa:

1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh

pengawas internal dan pengawas eksternal.

9 Agus Dwiyanto, Op.Cit, hal 143-144
9% Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 Tahun 2003
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
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2) Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik
dilakukan melalui:

a. pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

b. pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan
peraturan perundang-undangan

3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik
dilakukan melalui:

a. Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau
pengaduan masyarakat  dalam penyelenggaraan
pelayanan publik;

b. Pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

c. Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.*

6. Kepuasan pelayanan publik Masyarakat

Kepuasan masyarakat merupakan suatu pemenuhan
harapan, masyarakat dapat dikatakan puas dengan jasa atau
pelayanan yang diberikan tersebut telah sesuai bahkan melebihi

harapan mereka.

Untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat akan

% pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
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pelayanan publik, kita bisa melihat 10 indikator untuk melakukan
pengukuran atas indeks kepuasan masyarakat akan pelayanan
publik susuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan
Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Unsur
indeks pelayanan masyarakat tersebut diantaranya:
a) Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam
pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis
maupun administratif.
b) Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi
pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
c) Waktu pelayanan
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis
pelayanan.
d) Biaya atau tarif
Biaya atau tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada
penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh
pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan
berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

e) Produk spesifikasi jenis pelayanan
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Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan
yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap
spesifikasi jenis pelayanan.

f) Kompetensi pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus
dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian,
keterampilan, dan pengalaman.

g) Perilaku pelaksana

Perilaku  Pelaksana adalah sikap petugas dalam

memberikan pelayanan.

h) Maklumat pelayanan
Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan
dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan
sesuai dengan standar pelayanan.

i)Penanganan pengaduan, saran dan masukan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara
pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

) Sarana penunjang

Sarana dan prasana yang diberikan instansi terkait untuk

memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap masyarakat'®.

1% eputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014
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Jika dalam mendapatkan pelayanan publik, masyarakat tidak
mendapatkan kepuasan, makan masyarakat mempunyai hak untuk
mengevaluasi kualitas pelayanan yang mereka terima. Untuk
mengetahui dan menilai kualitas pelayanan publik, dua pihak yang
harus menjadi pertimbangan yaitu masyarakat sebagai penerima
pelayanan dan aparat pelaksana pelayanan yang memberikan
pelayanan. Evaluasi yang berasal dari pengguna pelayanan,
merupakan elemen pertama dalam analisis kualitas pelayanan
publik. Elemen kedua dalam analisis adalah kemudahan suatu
pelayanan dikenali baik sebelum dalam proses atau setelah

pelayanan itu diberikan.

Pada dasarnya, pelanggan dalam hal ini masyarakat yang
mendapat pelayanan berhak menilai pelayanan yang mereka
terima, apakah telah memuaskan atau sebaliknya. Apabila
masyarakat merasa tidak dilayani dengan baik dan pelayanan tidak
memuaskan, masyarakat bisa melakukan kritikan atau keluhan.

Sunarto menyatakan bahawa “untuk memahami dan
mempengaruhi kepuasan atau ketidakpuasan bisa menggunakan
penilaian yang dilakukan pelanggan sebagai pengalaman yang

setidaknya sama baiknya dengan apa yang diharapkan” *%*

191 synarto. 2003. Perilaku Konsumen. Yogyakarta: AMUS Jogyakarta dan CV.

Ngeksigondo Utama.
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Kepuasan pelanggan dalam hal ini adalah persepsi dan
keinginan masyarakat akan kenyataan dari realitas yang ada yang
dibandingkan dengan harapan-harapan yang ada. Atau adanya
perbedaaan antara harapan masyarakat terhadap suatu pelayanan
yang diberikan oleh penyedia layanan. agar persepsi masyarakat
terhadap layanan yang diberikan pemerintah semakin tetap terjaga
kebermutuannya, perlu dilakukan pengukuran kepuasan pelanggan

dengan cara:

a) Mengetahui sejauh mana masyarakat sebagai penerima layanan
menerima layanan yang tidak ada pilihan lain, masyarakat yang
merasa dilayani dengan baik akan berpengaruh pada
ketidakpedulian masyarakat akan layanan/pembangunan yang
dilakukan.

b) Mengetahui kesenjangan pelayanan yaitu kesenjangan antara
harapan dan pengalaman yaitu dengan cara melihat kesenjangan
antara pelayanan yang diberikan atau diharapkan pelanggan

dengan pelayanan yang dirasakan oleh penerima layanan.%

Zipbid
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D. Landasan Teori
1. Teori kewenangan

Kajian tentang sumber dan lahirnya wewenang tidak terlepas
dari cita negara hukum vyang berdasarkan konstitusi yang
berimplikasi pada pembentukan kewenangan secara atribusi.,
Negara didirikan untuk mencapai kemakmuran dan kesentosaan
dalam wilayahnya, kemakmuran dan kesejahteraan tidak bisa
diwujudkan oleh masyarakat-masyarakat yang lebih terbatas. Karena
itu manusia mendirikan negara untuk mewujudkan kesejahteraan
umum seluruh rakyatnya'®,

Negara kemudian berfungsi untuk mengatur roda kehidupan
masyarakatnya, agar berjalan secara serasi, harmonis dan tertib
dalam memenuhi kebutuhan hidup diperlukan adanya tatanan hukum
yang menjamin dan melindungi hak masyarakat guna mewujudkan
jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dan penguasa. Disini
terlihat adanya keinginan negara untuk menjaga keamanan dan
ketertiban kehidupan penduduknya yang hidup di dalam negaranya,
artinya negara memiliki tujuan untuk memelihara dan
mempertahankan kekuasaan atau disebut negara kekuasaan'®
perkembangan zaman dan luasnya campur tangan negara terhadap

kepentingan masyarakatnya membuat prinsip negara kekuasaan

193 yayasan Cipta Laoka Caraka. 1988. Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan

Pancasila, Jakarta: CLC, hal 15-16
1% juniarso Ridwa dan Achmad Sodik Sudarjad. 2009. Hukum Administrasi
Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Cet 1, Bandung: Nuansa, hal. 24
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tersebut lambat laun mulai bergeser dari konsep negara kekuasaan

berubah menjadi konsep negara hukum (rechtstaat).

Adanya keinginan agar hukum menjadi landasan setiap
Negara pada setiap waktu dalam mengatur prilaku masyarakatnya
secara universal disebut negara hukum, negara hukum dihubungkan
dengan negara dalam arti sempit yaitu pemerintah dengan
organisasi intern dan struktur negara yang diatur menurut hukum,
yang mana hukum merupakan perintah yang harus dipatuhi oleh
pemerintah dan rakyatnya ‘> negara hukum, terutama bagi negara-
negara hukum yang menganut system hukum eropa kontinental
menganut asas legalitas atau dinamakan juga dengan kekuasaan
undang-undang (dee heerschhappij van de wet) yang dalam hukum
administrasi negara dimaknai dat het bestuur aan wet s
onderworpnen, yakni pemerintah tunduk kepada undang-undang™.

Asas legalitas tersebut kemudian melahirkan kewenangan.

Sejalan dengan pilar negara hukum yaitu asas legalitas, atas
dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari
peraturan perundang-undangan. Pemerintah dalam melakukan
perbuatan dan tindakan hukum untuk menjalankan fungsinya
sebagai pelayanan masyarakat, harus memiliki kewenangan yang

jelas.

105 .
Ibid
19 Eny Kusdarini. 2011. Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas
Umum Pemerintahan yang Baik, Yogyakarta: UNY Press, hal 89
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Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan
oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan
perbuatan hukum, Keabsahan tindakan pemerintah diiukur
berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan undang-
undang dapat dilihat dari konstutusi negara yang memberikan
legitimasi kepada badan publik dan lembaga negara dalam
menjalankan fungsinya’® cara organ pemerintah dalam
memperoleh kewenangan dijadikan teori untuk menganalisis
kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan
kewenangannya.

Menurut Philips M Hadjon kewenangan terdiri dari tiga unsur
yaitu, pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum®®,
komponen pengaruh dimaksudkan bahwa penggunaan wewenang
memiliki tujuan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum,
terutama untuk mengarahkan agar subjek hukum tersebut
bertindak dan berperilaku sesuai dengan keinginan pemilik
wewenang. Komponen dasar hukum adalah wewenang yang harus
didasarkan pada dasar hukum yang jelas. Komonen dasar hukum
terkait dengan asas keabsahan hukum penggunaan wewenang,
sesaui dengan prinsip negara hukum maka setiap penggunaan

harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai

197 5f. Marbun. 1997. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di

Indonesia, Yogyakarta: Liberty, hal 154.
198 philipus M Hadjon. 1998. Tentang Wewenang, Surabaya: Fakultas Hukum
Airlangga, hal. 2.
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legalitasnya. Komponen konformitas hukum yang dimaksudkan
adalah wewenang yang harus memiliki standar wewenang untuk
wewenang umum dan standar khusus untuk jenis wewenang
tertentu’®®

Menurut Indroharto kewenangan yang bersumber dari
peraturan perundang-undangan meliputi atribusi, delegasi dan

mandat .°

a. Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-
undangan kepada suatu organ pemerintahan, baik organ
pemerintah yang sudah ada sebelumnya maupun yang baru.
Yang bisa memberikan atribusi wewenang adalah MPR dan DPR
bersama pemerintah yang melahirkan undang-undang, di tingkat
daerah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan
peraturan daerah. Selain itu yang memberikan atribusi adalah
presiden yang berdasarkan undang-undang mengeluarkan
peraturan pemerintah  dimana  diciptakan  wewenang
pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha Negara.

b. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ
pemerintahan kepada organ pemerintahan lain yang semula

menjadi kewenangan organ yang satu di serahkan kepada organ

199 |ndroharto, 2002. Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta:

Pustaka Sinar Harapan, hal 68
19 Ridwan HR. 2008. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, hal 104
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yang lain yang selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima
wewenang.

c. Mandat adalah pelimpahan wewenang kepada bawahan, dimana
tanggung jawab yang dilimpahkan tidak beralih atau berpindah

kepada mandataris atau yang dimandat .

Senada dengan Indroharto, Prof. Hadjon dalam
menjelaskan mengenai tiga sumber wewenang, juga mengatakan

bahwa sumber wewenang adalah atribusi , delegasi dan mandat:

a. Atribusi.
Wewenang atribusi adalah wewenang yang melekat pada
suatu jabatan, baik diberikan oleh UUD maupun peraturan

perundang-undangan**

b. Delegasi.
Delegasi adalah pelimpahan wewenang oleh suatu organ
pemerintahan kepada pihak lain yang melaksanakan wewenang

itu atas tanggung jawab sendiri**?

c. Mandat.;
Pemberian mandat adalah pemberian wewenang pelaksanaan

kepada organ lain untuk melakukan tindakan atas nama

1 Hadjon, Philipus M. 2002. Pengantar Hukum Administrsai Indonesia,

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 2
2 bid
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pemberi mandat. Dalam konteks ini, tanggung jawab jabatan

tidak beralih kepada penerima mandat**3.

Dari teori kewenangan tersebut, maka dapat diketahui
wewenang yang diperoleh secara atribusi berasal dari peraturan
perundang-undangan, dengan kata lain organ pemerintahan
memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal
tertentu dalam peraturan perundang-undangan. ** kewenangan
atribusi melahirkan UU NO.25 Tahun 2009 tentang pelayanan
publik, Peraturan Derah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Makassar, untuk memberikan wewenang
kepada pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik.

Teori tanggung Jawab hukum

Setiap perbuatan pemerintah haruslah
dipertanggungjawabkan secara hukum maupun politik. Apabila
tanggung jawab tersebut telah masuk ke dalam ranah hukum,
maka tanggung jawab pemerintah seperti itu disebut tanggung
jawab hukum, teori tanggung jawab hukum secara umum
mengatakan bahwa setiap orang termasuk pemerintah, harus
mempertanggung jawabkan setiap tindakannya  baik karena

kesalahan maupun tanpa kesalahan.

3 1bid
14 1bid
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Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum
menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum
atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung
jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas

suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan” **°

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab

terdiri darit® :

1. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung

jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

2. Pertanggung jawaban kolektif yaitu bahwa seorang individu
bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh

orang lain.

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa
seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang
dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan

menimbulkan kerugian.

Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu
bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena

tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

% Hans Kelsen. 2007. Sebagaimana diteriemahkan oleh Somardi, General

Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar [Imu Hukum
Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, Jakarta: BEE Media Indonesia, hal 81

118 Hans Kelsen. 2006. Sebagaimana diteriemahkan oleh Raisul Mutagien, Teori

Hukum Murni, Bandung: Nuansa & Nusamedia, hal. 140.
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Teori tanggung jawab hukum dapat menjelaskan hubungan
antara tanggung jawab negara yang berkaitan dengan kewenangan
dan tanggung jawab hukum dari Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Makassar, kewenangan tersebut adalah
menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
tanggung jawab negara jika dikaitkan dengan konsep negara hukum
berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya
berperinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah
berdasarkan atas hukum. Apabila tanggung jawab negara tersebut
dihubungkan dengan pelayanan publik, maka seluruh tindakan
pejabatan pelayanan publik memiliki konsekuensi yang diletakkan
dengan tanggung jawab hukum dalam penyelenggaraan pelayanan
publik . Hal ini menjadi wajar jika tindakan-tindakan pejabat dibidang
pelayanan publik jika merugikan masyarakat baik orang perorang,
badan hukum, maupun pemerintah itu sendiri  memiliki

konsekuensi'?’

Setiap tindakan yang dilakukan memiliki konsekuensi tertentu
manakala tindakan tersebut telah menimbulkan akibat dalam arti
apakah tindakan tersebut sengaja atau karena kelalaian, dan tidak
terbatas pada orang perseorangan tetapi juga dapat dikenalan
kepada penyelenggaraan pemerintah. Tindakan hukum pemerintah

harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang

17 suharyono M Hadiwiyono. 2002. Hukum pertanahan Indonesia, Intelegensia

Media, hal.98
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berlaku atau tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada
kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Dalam suatu negara hukum, prinsip yang menjadi landasan setiap
tindakan disandarkan kepada asas legalitas.*'®. Sehingga ketika ada
tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah yang
melanggar peraturan maka dimintai pertanggung jawaban.
3. Teori Partisipasi
Teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh
Arnstein, terkenal dalam menunjukkkan kadar partisipasi
masyarakat, bahwa partisipasi masyarakat dikelompokkan menjadi
tiga kelompok besar, disebut the ladder or citizen participation
(tangga prtisipasi masyarakat), atau tangga Arnstein*'® . Dalam
teori tangga partisipasi, terdapat tiga derajat partisipasi yaitu non
partisipation (tidak ada partisipasi), tokenism (partisipasi semu),
dan citizen power (derajat kuasa warga), kemudian ketiga tangga
partisipasi ini diperinci menjadi delapan tangga partisipasi. Derajat
paling rendah adalah non partisipasi yang terdiri dari manipulasi
dan terapi, derajat yang lebih tinggi dari derajat pertama, terdiri dari
pemberian informasi, konsultasi dan konsesi, derajat paling tinggi
adalah citizen power yang terdiri dari kemitraan, kuasa yang

didelegasi dan kendali masyarakat.

"8 1bid 114
119 Anak agung Istri Ari Atu Dewi. 2019. Penyusunan Perda yang Partiispatif,
Surabaya: Zifatama Jawara, hal 247
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Merujuk pengelompokan partisipasi masyarakat dalam teori
partisipasi Arnstein, dapat diuraikan terkait partisipasi masyarakat
dalam pengambilan keputusan atau partisipasi masyarakat dalam
pelayanan publik, pada tingkat pengelompokan pertama disebut
dengan tangga partisipasi non partisipasi, dalam tangga
nonpartisipasi terdapat dua model partisipasi masyarakat, yaitu
manipulasi dan terapi. Model manipulasi dapat dipahami bahwa
lembaga negara melakukan pembinaan terhadap kelompok
masyarakat untuk seolah-olah berpartisipasi padahal sejatinya
yang terjadi adalah kooptasi dan represi penguasa, sedangkan
model terapi, dapat dipahami bahwa masyarakat korban kebijakan
dianjurkan mengadu kepada pihak yang berwenang namun tidak

jelas pengaduan dan tidak ditindak lanjuti.

Didalam tingkat atau derajat non partisipasi ini, aktivitas
partisipasi yang terjadi sebenarnya adalah hanya distorsi
partisipasi. Tujuan sebenarnya adalah tidak untuk mendukung
partisipasi masyarakat baik dalam pembuatan rencana,
pelaksanaan dan evaluasi dalam pelayanan publik. Namun hal
yang sebenarnya terjadi adalah pemegang kekuasaan dalam
konteks ini pemerintah sekedar mendidik dan hanya
menyenangkan masyarakat, seolah-olah sudah terjadi partisipasi

masyarakat.
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Pengelompokan kedua, yaitu derajat partisipasi semu, dalam
partisipasi semu terdiri dari penginformasian , masyarakat sekedar
diberitahu adanya pelayanan publik, tidak peduli apakah
masyarakat paham terhadap infomasi tersebut, apalagi memberi
pilihan terhadap negosiasi terhadap kebijakan tersebut kedua,
konsultasi, masyarakat didengar pendapatnya lalu disimpulkan,
masyarakat telah berpartisipasi, dan lembaga negara sudah
memenuhi kewajiban dalam konteks melibatkan masyarakat.
Ketiga, peredaman, merupakan partisipasi semu dalam arti
masyarakat sudah memiliki pengaruh terhadap kebijakan tapi bila
akhirnya terjadi voting pengambilan keputusan tampak sejatinya
keputusan ada ditangan negara, sedangkan kontrol dari
masyarakat tidak menetukan. Partisipasi masyarakat hanya
sekedar seremonial . Pada tingkat tertinggi disebut dengan citizen
power (derajat kuasa masyarakat) partispasi dalam tataran ini
masyarakat sudah mencapai tataran dimana masyarakat
berwenang untuk memutus, melaksakan dan mengawasi kebijakan.
Didalam citizen power meliputi kemitraan, kausa yang didelegasi

dan kendali masyarakat *%°.

Dalam pelayanan publik, tentu saja partisipasi yang

diharapkan adalah tingkat partisipasi citizen power vyaitu

120 |bid hal 248-250
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masyarakat diberi wewenang untuk memutus, melaksanakan, dan

mengawasi kebijakan.

E. Kerangka Pikir

Dibutuhkan kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai dasar
untuk melakukan suatu analisa terkait permasalahan yang diangkat
yakni tentang analisis penerapan prinsip-prinsip hukum tatakelola
pemerintahan yang baik good governance pada pelayanan publik di
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Makassar dalam
penelitian ini ditetapkan dua variabel yang akan diteliti sebagai
variabel terpengaruh atau bebas (independent variable). Variabel
yang pertama adalah prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang
baik good governance yang akan diukur dengan menggunakan tiga
indikator sebagai prinsip utama yang dapat mewakili beberapa
indikatator prinsip-prinsip good governance vyaitu transparansi,

partisipasi, akuntabilitas.

Variabel kedua yakni faktor sarana dan prasarana, sumberdaya
manusia dan budaya masyarakat dan birokrasi dalam mempengaruhi
terwujudnya penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan
akuntabilitas pada pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kota Makassar.

Berikutnya kedua variabel terikat atau terpengaruh yang

diinginkan dalam penelitian ini adalah terwujudnya good
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governanance dalam pelayanan publik oleh Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kota Makassar.

Untuk lebih jelasnya hubungan antara variabel tersebut, maka

digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut.

(Penerapan Prinsip—Prinsip\
tatakelola Pemerintahan
yang baik (Good
Governance) pada
Pelayanan Publik di Kantor
Dinas Kependudukan dan
Catatan sipil Kota Makassar

N J
( Good Governance \ ( Faktor-faktor yang \

berpengaruh
_ - Sumber daya manusia
- Transparansi
L - Sarana dan prasarana
- Patrtisipasi

- Budaya Masyarakat dan

Cku ntabilitas ) \Birokrasi )

4 )

Terwujudnya Good
Governanance dalam pelayanan
Publik oleh Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Makassar

- J

Bagan 1.1 Kerangka Pikir
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F. Definisi Operasional
Agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep
yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan
pengertian-pengertian konsep yang dipakai dalam penulisan ini,
antara lain:

1. Prinsip-prinsip adalah asas atau pokok dasar yang dapat
mengukur dan menjadi parameter kinerja suatu pemerintahan
apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak

2. Good governance adalah praktek penyelenggaran pemerintah
yang transparan dan bertanggung jawab.

3. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. (Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik).

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Makassar
adalah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD sebagai
institusi yang bertanggung jawab dalam bidang kependudukan
dan catatan sipil kota Makassar. (Peraturan Daerah Kota
Makassar Nomor 9 tahun 2009).

5. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau

kekebasan bagi setiap orang untuk memperoleh infomasi
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10.

tentang penyelenggaraan pelayanan publik  utamanya
diwujudkan pada aspek-aspek pembiayaan, waktu, persyaratan,
prosedur. (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : Kep/26/M.Pan/2/2004).

Partisipasi adalah proses ketika masyarakat sebagai individu
maupun kelompok sosial mengambil peran serta dalam proses
perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan pelayanan publik
Akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat
dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada
pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Sumber daya manusia adalah personal yang terlibat dalam
pemberian pelayanan publik.

Sarana dan prasarana adalah segala bentuk fasilitas dalam
mendukung pelayanan publik.

Budaya Masyarakat adalah pola pikir dan tingkah laku

masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik
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